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ABSTRAK

KARMNAWAN, B 111 02 088 lahir di GOWA 14 september 1983, Melakukan
penelitian dengan judul “Efekiivitas Penahanan Kota Dalam Proses Pemeriksaan
Perkara Pidana” yang dibimbing oleh Slamet Sampoerno dan Haeranah

Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negen Makassar, Pengadilan Negeri
Makassar dan Kepolisian Kota Besar Makassar dengan mengunakan metode
wawancara langsung dan penelitian kepusiakaan.

Kegunaan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui kefektifan dari penahanan
kota di finjau menurut UU. No. 8 Tahun 1281 tenlang Kitab Undang - Undang
Hukum Acara Pidana.dan untuk mengetahui kendala — kendala yang di temui
oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penahanan kota bagi tersangka
atau terdakwa,

Peneliian tersebut memperoleh hasil yaitu Bahwa Kepolisian kota besar
Makassar, Kejaksaan Negen Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dalam
melaksanakan penahanan kota mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang
diantaranya adalah karena adanya faklor pekerjaan dan pendidikan yang tidak
dapat ditinggalkan oleh si tersangka/terdakwa, Adanya jaminan bahwa dalam
pelaksanaan penahanan kota, jaminan tersebut adalah berupa jaminan “uang”
atau “orang® dan dengan adanya jaminan tersebut maka, dapat memperkecil
resiko atas kemungkinan terdakwa melarikan diri.

Penahanan Rutan lebih efektif dibandingkan penahanan kota dalam proses
penyidikan, penuntutan dan peradilan namun penahanan kota dapat memben
manfaat yang besar bagi si tersangkafterdakwa sebab dengan dilakukan
penahanan kota si tersangkafterdakwa dapal kembali melakukan akiifitas
kesehariannya. Akan tetapi tidak semua permohonan pengalihan penahanan
dapat dikabulkan oleh hakim sebab hakim juga selektif dalam mengeluarkan
surat penetapan. Hanya yang dianggap pantas dan telah memenuhi syarat-
syarat pengaliban penahanan serta betul-betul idak ada kekhawatiran bahwa si
tersangkafterdakwa akan melarikan dir, atau menghilangkan barang bukti dan
atau mengulangi tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka/terdakwa.

Penahanan kota tidak menemui kendala yang berarli dalam proses pemeriksaan
karena apa yang diinginkan dari penahanan dapat terlaksana dengan baik sebab
penahanan kota dapat memenuhi tujuan dan penahanan itu sendiri hanya saja
terkadang tersangkafterdakwa kurang menghargal wakiu sehingga biasa terjadi
kelerfdambatan pemeriksaan.
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PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah

Penahanan terhadap sesecrang merupakan masalah Yyang
berbenturan dengan HAM, sebab setiap insan mempunyai kebebasan
bergerak, karenanya penahan yang membatasi kebebasan bergerak
seseorang itu pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM.

Masalah penahanan tersangka dinegara kita menjadi lebih peka,
justru dalam negara kita yang berlandaskan Pancasila seringkali terjadi
prakiek penahanan dengan semena — mena, bahkan dilakukan diluar
batas perkemanusiaan, sampai — sampal ada yang mati dalam
penahanan padahal belum tentu bersalah. Hal itu terjadi  dulu
dimasa H | R peninggalan kolonial itu masih berlaku. Satu dan lain hal
yang menyebabkan terjadi praktek penahan yang tidak wajar itu adalah
karena kelemahan H | R dalam mengatur masalah penahan tersebut.
Sebagai contoh, lama penahanan menurut H | R dapat diperpanjang terus
menerus tanpa batas padahal orang yang ditahan belum tentu bersalah.

Menyadari akan terjadinya penahanan — penahanan yang tidak
wajar yang banyak menimbulkan akses dalam masa H | R itulah, maka
pada waktu DPR membahas Rancangan Undang — Undang Hukum Acara
Pidana (RUUHAP) masalah penahanan ini menjadi hangat dan cukup
lama diperdebatkan sebelum akhirmya diundangkan pada tangal 231
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Desember 1981 dalam Undang - Undang Momor & Tahun 1981 tEntar};,';}_,__,;_._____"___ﬂ.{'
Kitab Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seperti halnya setiap aparat Kepolisian harus benar-benar
mengindahkan hak-hak manusia dan segala sesuatu tindakan terhadap
kemerdekaan orang harus didaszarkan kepada hukum, pegawai polisi
menjadi teladan dalam pelaksanaan hukum itu, terebih-lebih dalam
melakukan tugas pemeriksaan perkara, di samping itu harus berusaha
senantiasa menjalankan pengawasan agar tiap-fiap pegawai di bawah
pimpinannya juga mengindahkan noma hukum itu, segala sepak
terjangnya harus sesuai dengan sifat Negara Indonesia sebagai Negara
hukurm.

Yang periu diperhatikan oleh pejabat yang akan melakukan
penahanan ferlebih dahulu ialah sahnya penahanan, karena kalsu
ketentuan ini dilanggar oleh pejabat yang tidak mempunyai wewenang
melakukan penahanan terhadap tersangka / terdakwa maka, selain dapat
dipraperadilankan, juga dapat didakwa melakukan delik perampasan
kemerdekaan yang diatur di dalam Pasal 333 KUHP, sedangkan perlunya
penahanan lidak berakibat apa-apa. Sehingga bagaimanapun juga,
penahanan perlu diatur dengan sebaik — baiknya, baik mengenai jenis -
jenisnya, alasan — alasannya, lamanya, dan perpanjangannya, aegaia
konsakwensinya serta aparat yang berwenang melakukannya.

Dalam Pasal 22 KUHAP, mengatur tiga bentuk jenis penahanan
yaitu Penahanan Rumah Tahanan MWNegara, Penahanan Rumah, dan
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Penahanan Kota. Berbeda dengan tshanan Rutan, tahanan kota dan
tahanan rumah sebelumnya tidak dikenal dalam Herziene Infandsch
Reglement (HIR), hukum acara peninggalan Belanda. HIR hanya
mengenal tahanan di Rutan, tapi kemudian dalam prakieknya hukum dan
yurisprudensi telah mengakui dan "mensahkan” jenis tahanan rumah.
Dalam penulisan kali ini, penulis lebinh menitikberatkan pada pembahasan
masalah Penahanan Kota dimana akhir - akhir ini dianggap oleh banyak
kalangan umum tidak efektif lagi dalam memberikan aspek jera terhadap
pelaku indak pidana dan lebih — lebih dapat memperburuk citra hukum itu
sandiri terutama pada prinsip keadilan.

Ada baiknya kita menyimak pendapal dan salah satu penyusun
revisi KUHAP T. Nasrullah yang mengatakan bahwa salah satu alasan
dihapuskannya tahanan rumah dan tahanan kota adalah karena kedua
jenis tahanan itu dinilai tidak memenuhi tujuan atau prinsip dari
penahanan. Selain itu, kata Nasrullah, hampir seluruh penyusun revisi
KUHAP berpendapat bahwa jenis tahanan kota dan tahanan rumah tidak
permakna, dan cenderung menguntungkan pihak terdakwa. (Hukum
Online, 15 September 2006)

Lebih lanjut T. Nasrullah Mengatakan :

“tujuan penahanan agar dia tidak melarkan diri, tidak merusak

barang bukti, tidak mengulangi tindak pidana. Kalau misainya orang

ditempatkan dalam tahanan kota, tujuan tadi tidak tercapai. Dia
bisa melarikan did, merusak barang bukb, dia bisa lakukan itu,
mengulangi tindak pidana, dia bisa lakukan itu. Lebih baik tidak

ditahan kalau memang ada batasan-batasan seperti itu yang justru
menguntungkan bagi si terdakwa sendiri. Nant penahahan yang



tidak bermakna ity akhimya akan mengurangi masa

penahanannya, Untuk apa itu?". (Hukum Online, 15 Saptember
2008)

Darl latar belakang ftersebut diatas, penulis tertark untuk
mengetahui lebih lanjut tentang hal tersebut yang terangkum dalam judul ;

“ Efektivitas Penahanan Kota Dalam Proses Pemeriksaan

Perkara Pidana™

B. Rumusan Masalah
Dari urzian di atas, penulis tertank unluk menelaah beberapa
permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut ;
1. Bapaimana kefektifan penahanan kota di tinjau menurut UU. No. B
Tahun 1881 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana?
2. Kendala-kendala apakah yang di temui bagi para aparal penegak
hukum dalam pelaksanaan penahanan kota bagi tersangka atau

terdakwa 7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permmasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penulisan skripsi ini adalah :
1. Untuk mengetahui kefektifan dari penahanan kota di tinjau menurut

UL, Mo. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara

Fidana.



2. Untuk mengetahui kendala — kendala yang di temui oleh aparat
penegak hukum dalam pelaksanaan penahanan kota bagi tersangka
atau terdakwa.

Ada dua kegunaan dari penalitian ini , yaitu :

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagal
bahan acuan juga sebagal sumbangan berharga bagi pengembangan
Hmu  hukum khususnya Hukum Acara Pidana serta menambah
pengetahuan dalam rnenunj.ang pengembangan limu bagi penulis
sendiri.

2. Kegunaan Praktis

a. Diharapkan dapat memberkan kejelasan masyarakat tentang
efektifnya penahanan kota yang diinjau menurut UU. No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

b. Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak
hukum agar lebih memperhafikan kepentingan masyarakat dalam
pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia tanpa membedakan
latar balakang ras, wama kulit, agama, budaya, social ekonomi,

kaya / miskin, keyakinan politik, gender, dan idiclogi,



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian
Penahanan.
istilah penahanan dibentuk dar kata dasar tahan, Kata
Tahan artinya tetap keadaanya atau kedudukannya meskipun
mengalami berbagai hal. Tahan juga berarti kuasa (kuat) menderita
atau dalam arti betah, dapat menjabarkan atau tidak lekas meraza
Jiiik, merasa kasihan atau payah, dan sebagainya. Begitu juga kata
tahan dapat berarti dapat cukup, misalnya dikatakan makanan ini
tahan dua har, sedangkan tahan api artinya tak dapat terbakar
atau berani diuji, sudah terbukti kebaikannya.
H. Hilman Hadikusuma, (2005; 165) mengemukakan bahwa:
*Tahanan artinya sesuatu yang menahan, menghambat atau
simpanan, atau orang yang ditahan atau dipenjara.
Penahanan arlinya perbuatan atau cara atau hal menahan,
juga berarti penolakan, penghambatan atau penangkapan”.
Pasal 1 butir 21 KUHAP memberikan pengertian tentang
penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
terlentu oleh Penyidik atau Penuntut umum atau Hakim dengan

penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam

undang-undang hni,
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Penahanan Kota.

Pasal 22 Ayat (3) KUHAP memberikan pengertian tentang
penahanan kota ialah :

“Penahanan Kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau

lempat kediaman ‘tersangka atau terdakwa, dengan

kewajiban tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu

yang ditentukan”,

Alasan Penahanan
1. Alasan Subyektif,

Paszal 21 ayat (17 KUHAF menentukan kapan seorang
tersangka atau terdakwa perlu ditahan, yaitu :

a, Ada kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan
diri;

b. Menghitangkan atau merusak barang bukti; dan atau

c. Mengulangi tindak pidana.

Perlunya penahanan tidak dapat menjadi alasan untuk
mohon praperadilan, karena bersifat relatif. Penasehat hukum tidak
dapat mengemukakan alasan bahwa seseorang tidak akan
melarikan diri, tidak akan merusak atau menghilangkan wg
bukti dan atau tidak mengulangi perbuatan. Sering terjadi di dalam
prakiek, penegak hukum mencampur aduk pengertian sahnya dan

perunya penahanan ini. Misainya putusan Pengadilan Tinggi Ujung
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Pandang dalam fingkat banding terhadap perkara praperdilan
tertanggal ¥ Januar 1990, Di dalam putusan ini, Hakim Pengadilan
Tinggi mencampur aduk pengertian sahnya penahanan dan
periunya penahanan. (Andi Hamzah, 1994: 21).

Melakukan suatu penahanan juga harus memperhatikan
adanya hak asasi manusia, aparat hukum fidak boleh sewenang -
wenang menahan sesecrang. Harus jelas seseorang tersebut telah
melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukii yang cukup,
untuk dapat melinat apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh
seseorang merupakan delik atau bukan harusiah dilihat pada
baerbagai ketentuan hukum pidana yang berlaku umum (hukum
positif). Dalam hal ini kita berpatokan pada Pasal 1 ayat 1 KUHP
yang telah dikenal dengan asas legalitas asas nullum delictum
nulla poena sine pravia lege prenali yang artinya tak ada suatu
perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan dan pidana
dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelum
perbuatan itu dilakukan. Jadi perbuatan itu baru dikatakan delik,
yaitu apabila perbuatan itu mengandung empat unsur penting
antara lain; “perbuatan itu melawan hukum, perbuatan it
merugikan masyarakat, perbuatan itu dilarang cleh aturan pidana

dan perbuatan itu diancam dengan pidana”. (Arianti Mustafa, 1998 :

11-12).



Dalam membuat suaty regulasi maka legislator harus
mempertimbangkan hak asasi manusia, karena regulasi tersebut
akan bersentuhan langsung dengan warga Negara, "Dalam GBHN
1983 ditegaskan bahwa pembangunan bidang hukum meliput
penegak hukum, sarana/prasarana hukum, budaya hukum dan hak
asasi manusia®. (Romii Atmasasmita, 2004:20)

Ahcmad Ali, (1998:92) mengemukakan bahwa
“Kajian hukum senantiasa harus menempatkan hak asasi
manusia sebagai salash salu  pertimbangan dalam
pembentukan aturan hukum, maka dalam kerangka
penegakan HAM peru adanya sinergitas antara semua
elemen bangsa dalam menyusun langkah strategis
perindungan hak asasi manusia termasuk pemantauan
penegakan disiplin dan ketaatan masyarakatl aparatur
penegak hukum terhadap hukum dan perundang-undangan
termasuk disini penerapan sanksi sebagaimana yang telah
disebutkan Max Weber batwa :

‘hukum berkenaan baik dengan nomna-noma  hukum

maupun dengan pranata-pranata hukum yang mengatur

tingkah laku yang sangat berarti bagi para pelaku hukum,
mencakupi para pelaku yang berwujud asosiasi-asosiasi
seperti korporasi-korporasi”.

2. Alasan Obyekfif.

Di dalam Pasal 21 ayat (4) mengatakan bahwa penahanan
tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa
yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun
pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal ; _

a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun

atau lebih;



b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 av,raL__
(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353
ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal
454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab
Undang - undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26
Rechtenerdonnantie (Pelanggaran terhadap Ordonans, Bea dan
Cukai, terakhir dirubah dengan Staadsblad Tahun 1931 nomor
471}, Pasal 1, Pasal 2 dan Paszal 4 Undang — undang Tindak
Fidana Imigrasi (Undang = undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955,
Lembaran MNegara Tahun 1955 nomor 8), Pasal 36 ayat (7),
Hasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang -
undang nomor 8 fahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran

Megara Tahun 1976 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

normor 3086).

C.  Syarat - syarat Penahanan

Pasal 21 KUHAP : )

(1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan
terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam
hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran ha;d'lwa

tersangka atau terdakwa akan melankan din, merusak atau

N




menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

lagi.

(2) Penahanan atau perahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik
atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa atau
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan
memberikan surat perintah penahanan atau penatapan hakim
yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan
alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang
dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ditahan.

{2} Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan
alau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
hams dibenkan kepada keluarganya.

(4) Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka
atay terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau
percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindakan pidana
tersebut dalam hal
a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima

tahun atau lebih ;

b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282
ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1),
Pasal 353 ayat (1), Pasal 371, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal
480, Pasal 453, Pasal 454, Fasal 455, Pasal 450 dan Pasal

506 Kitab Undang — undang Hukum Pidana,



Berdasarkan Pasal 21 KUHAP, maka untuk dapat
dilakukannya penahanan harus mermenuhi syarat :

1. Bilamana seseorang itu diduga melakukan tindak pidana
yang ancaman hukuman berupa hukuman penjara 5 Tahun
atau lebih atau ancaman hukumannya kurang dari § Tahun
akan tetapi sudah ditentukan dalam Pasal 21 ayat (4) huruf
b. KUHAP

2. Adanya kekhawatiran terdakwa melarkan din, merusak
barang bukti, serta dikhawatirkan melakukan findak pidana
lagi.

Para ahli menggolengkan bahwa alasan yang
sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b termasuk
alasan obyektif arinya bila sesecrang itu memenuhi kritera
sebagaimana dalam pasal tersebut ia harus diahan. Sementara
dalam alasan penahanan sebagaimana tersebut di dalam Pasal
21 ayat (1) KUHAP digolongkan dalam alasan subyeklif, arlinya
samua dikembalikan pada kebijaksanaan pejabat yang
bersangkutan. (Waluyadi, 1998 &7)

Untuk melaksanakan penahanan terhadap
tersangka/terdakwa, maka petugas harus dilengkapi dengan
a. Surat perintah penahanan dari penyidik; atau

b. Surat perintah penahanan dar Jaksa Penuntut Urmum; atau
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c,

Surat penetapan dari Hakim yang memerintahkan

penahanan itu.

Surat perintah penahanan itu, sewakiu melaksanakan

penahanan harus diserahkan kepada tersangka / terdakwa dan

kepada keluarganya setelah penahanan dilaksanakan, Surat

pernntah / penetapan penahanan dari hakim berisikan :

.

b.

Identitas dari tersangka / terdakwa;

Alasan penahanan;

Uraian singkat perkaraa kejahatan yang dipersangkakan
atau didakwakan, dan

Tempat dimana tersangka / terdakwa ditahan (Pasal 20 ayat
3 KUHAP).

Tembusan Sural Penntah penahanan atau Penahanan

lanjutan atau Penetapan Hakim itu, harus diberkan kepada

keluarga tersangka atau terdakwa. | Soesilo Yuwono, 1882 : 81)

D. Jenis — jenis Penahanan

Pasal 22 KUHAP :

,

Penahanan Rumah Tahanan Negara

Penahanan rumah tahanan Negara, ialah penahanan
yang dilaksanakan di rumah tahanan Negara, Eabelur-n ada
rumah tahanan Negara, maka penahanan dapat dilakukan di

kantor kejaksaan negeri, di lembaga Pemasyarakatan, di

13



rumah sakit dan dalam keadaan memaksa dapat di tempat
lain {penjelasan Pasal 22 ayat (1)),

Jikalau tersangka atau terdakwa kesehatannya
lerganggu, menurut Pasal 58 KUHAP tersangka atau
terdakwa itu berhak menghubungi dan menerima kunjungan
dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik ada
hubungannya dengan proses perkara maupun tidak,

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau
terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseocrang
atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada
sefiap ftingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang
ditentukan dalam undang-undang. Untuk mendapatkan
penasehat hukum tersebut, tersangka atau terdakwa berhak
memilih sendin penasehat hukumnya.

. Penahanan Rumah

Penahanan rumah adalah adalah penahanan yang
dilaksanakan di umah tempat tinggal atau rumah kediaman
tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan
terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang
dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan
aatu pemeriksaan sidang.  ( Pasal 22 ayat (2) KUHAP).

Dari pengertian tersebul, pada dasamya tahanan

rumah adalah merupakan penahanan, hingga tanpa jin dari
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penyidik, penuntut umum ataupun dari  hakim yang
memberkan  perintah  penshanan, tersangka ftidak
diperkenankan untuk meninggalkan rumah sebagai tempat
tahanannya ( Pazal 22 ayat (2) KUHAP ).

Jelaslah tujuan yang ingin dicapai dari penahanan atau
ialah untuk memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau
pemernksaan di sidang Pengadilan MNegeri. Tujuan tersebut
tidak akan dapat dicapai, jika tidak dijaga terus menerus
siang dan malam, yang berarli seakan-akan penahanan
yang biasa dirakukén di rumah tahanan Negara diganti
dengan penahanan dalam rumah terdakwa sendiri.

. Penahanan Kota

Yang dimaksud penahanan kota ialah penahanan yang
dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman
tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi atau
terdakwa untuk melapor diri pada waktu yang ditentukan
(Pasal 22 ayat (3) ).

Dari pengertian tersebut, pada dasamya tahanan kota
adalah merupakan penahanan, hingga ftanpa ijin dan
penyidik, penunfut umum, ataupun dar hakim yang
memberikan perintah  penahanan, tersangka tidak
diperkenankan ~ meninggalkan kota sebagal tempat

tahanannya. Jadi jelaslah tujuan dari penahanan kota adalah
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pemeriksaan di sidang Pengadilan,

E. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan dan Lamanya
Penahanan

Adapun mengenai kewenangannya penahanan ini, KUHAP
pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 menentukan bahwa
pejabat atau instansi yang berwenang melakukan findakan
penahan ada tiga, yaitu Penyidik dan Fenyidik pembantu, Penuntut
Umum Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

KUHAP meneniukan bahwa ada tiga macam pejabat atau
instansi yang berwenang melakukan penahanan, yaitu penyidik
atau penyidik pembantu,, penuntut umum, dan hakim yaﬁg menurut
tingkatan pemerksaan terdii atas hakim pengadilan negeri,
pengadilan tinggi, den Mahkamah Agung (Pasal 20 sampai Pasal
31 KUHAP),

Tujuan yang ingin dicapzi dari penahanan ialah untuk
memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di
Pengadilan Neger, demi kepentingan penyidikan maka kepada
penyidik diberikan wewenang untuk  melakukan pmar;-anan.
Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan

tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya
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keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau
terdakwa akan melarikan diri, merusak atay menghilangkan barang
bukli dan atau mengulangi tindak pidana.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik mempunyai
wewenang untuk melakukan penahanan paling lama dua puluh
hari. Akan tetapi jika pemeriksaan oleh penyidik selama dua puluh
hari belum cukup, maka masa penahanan dapat diperpanjang oleh
Penuntut umum untuk paling lama empat puluh hari.

Undang-undang tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya
tersangka dan tahanan, sebelum berakhir waktu penahanan
tersebut jika kepentingan: pemeriksaan sudah terpenuhi. Dan
setelah  waklu  enam puluh  har, penyidik harus sudah

mengealuarkan tersangka dar tahanan demi hulum,

Lamarya Penahanan
Mengenai lamanya penahanan diatur dalam Pasal 24, Pasal

25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP dengan pengecualian

Pasal 29 KUHAP.

Pasal 25 KUHAP :
(1)  Perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut

umurm  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,

hanya beriaku paling lama dua puluh hari.
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(2)

(3)

{4)

Jangka wakty sébagaimana tersebut pada ayat (1)
apabila diperiukana guna kepentingan pemeriksaan
yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
Pengadilan negeri yang berwenang untuk paling lama
tiga puluh hari.

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan
(2) tdak menuntut kemungkinan dikeluarkannya
tersangka dar tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jka kepentingan sudah
terpenuhi

Setelah wakiu Ima puluh han tersebut, penuntut
umum harus sudah mengeluarkan tersangka dari

tahanan demi hukum

Pasal 24 KUHAP :

(1

(21

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya beriaku
paling lama dua puluh har.

Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1)
apabila diperiukan guna kepentingan pemdt:saan
yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut

umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh

hari.
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(3)

(4)

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2)
tidak menuntut kemungkinan dikeluarkannya tersangka
dar tahanan sebelum berakhir wakiy penahanan
wersebut, jika kepentingan sudah terpenuhi

Setelah wakfu enam puluh hari tersebut, penyidik harus

sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi

hukwum,

Pasal 26 KUHAP -

(1)

(2)

(3)

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna
kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan
surat penntah penahanan untuk paling lama tiga puluh
hari.

Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1)
apabila diperiukan guna kepentingan pemeriksaan yang
belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama
enam puluh han.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan
ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya

terdakwa dari tahanan sebelum berakhir wakiu
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(4)

Penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan
Sudah te. penuhi.

Sefelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara
tersebut belum diputus terdakwa harus sudah

dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 27 KUHAP -

(2) Hakim Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna
kepentingan  pemeriksaan  banding  berwenang
mengeluarkan sural perinlah penahanan untuk paling
lama tiga puluh hari.

Jangka waklu sebagaimana tersebut pada ayat (1)
apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang
belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
Pengaditan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama
enam puluh han

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan
ayat (2) tdak menutup kemungkinan dikeluarkannya
terdakwa dan tshanan sebelum berakhir waktu

penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan

sudah terpenubi.
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(3) Setelah waktu sembian Puluh hari walaupun perkara

tersebut  belym diputus  terdakwa harus sudah

dikeluarkan dari tahanan demi hukum

Pasal 28 KUHAP -

12}

()

(4

(3)

Hakim Mahkamah Agung yang mengadiii perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna
kepentingan pemerksaan kasasi berwenang
mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paiing
lama lima puluh hari.

Jangka waklu sebagaimana tersebut pada ayat (1)
apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang
belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua
Mahkamah Agung untuk paling lama tiga puluh hari
Ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan
ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeiuarkannya
terdakwa darl tahanan sebelum berakhir waktu
penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan
sudah terpenuhi.

Setelah waktu seratus sepuluh hari walaupun perkara
tersebut  belum  diputus terdakwa hane. éudah

dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
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Pasal 29 KUHAP ¥

(D kecualikan — gari jangka waktu  penahanan

sebagaimana tersebyt pada Pasal 24, Pasal 25, Pasal

2B, Pasal 27, dan Pasal 28, guna kepentingan

pemenksaan, penahanan terhadap tersangka atau

terdakwa dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang
patut dan tidak dihindarkan karena -

a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik

atau menial yang berat, yang dibukfikan dengan

surat keterangan dokter atau
b, perkara yang sedang diperiksa diancam dengan
pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

{2) Perpanjangan tersebut pada Ayat (1) diberikan untuk
paling lama figa puluh har dan dalam hal penahanan
tersebut masih diperiukan, dapat diperpanjang lagi untuk
paling lama tiga puluh hari.

(3) Perpanjangan tersebut di atas dasar permintaan dan
laporan pemeriksaan dalam tingkat :

a penyidikan dan penuniutan diberikan oleh ketua
pengadilan neger, |
b. pemeriksaan di pengadilan negen diberikan cleh

ketua pengadilan tinggi;



C. i - ‘
Pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah

A

Agung;
d. pemeriksaan kasasi  diberikan oleh ketua
Mahkamah Agung,
{(4) Penggunaan

kesewenangan perpanjangan penahanan
oleh pejabat tersebut dalam ayat (3) dilakukan secara
bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.

(5) Ketentuan tersebut sebagaimana dalam ayat (2) tidak
menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau
terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahan
tersebut jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.

(6) Setelah wakiu empat puluh hari walaupun perkara
tersebut belum selesai diperiksa harus sudah dikeluarkan
dari tahanan demi hukum.

(7) Terhadap perpanjangan penahanan tersebut pada ayat
(2) tersangka atau terdakwa dapal mengajukan
keberatan dalam tingkat :

a. penyidikan dan penunfutan kepada ketua
pengadilan neger.
b, Pemeriksaan pengadilan negen dan pemeriksaan
banding kepada ketua Mahkamah Agung.
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal

BEdeﬁama” Pﬂﬁﬁj 2‘4.

28, dan Pasal 29 KUHAF, maka dapat disimpulkan bahwa yang
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berhak melak
Ukan penahanan serta lamanya kewenangan untuk
menahan adalah sebagai berikyt -

1. Penyidik
Lamarya penahanan..,,.. .. .. 20 Hari
Diapat di '
Perpanjang oleh Penuntut Umum.._.............. 40 Hari
&0 Han
2. Penuntut Umum
Lamanya penahanan P . 1
Hari
Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negen......, 0 Hari
50 Hari
3. Hakim Pengadilan Negeri
Lamanya penahanan...........cooiiiisininisiiin e e 20 Hari

Dapat diperpanjang oleh KetuaPangadilan Negeri... ... 60 Hari
90 Hari

4. Hakim Pengadilan Negen

Lamanya penahanan ......... ..o
Dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri...... 80 Hari

G0 Har
5. Mahkamah Agung
Lamanya L B 50 Hari
Dapat ..jperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung... ... 60 Hari
110 Hari
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6. Dalg ;
™ hal terdakwa diancam dengan hukuman 9 tahun, atau

te '
rdakwa  mengalam; gangguan fisik dan mental maka

& - :
Penahanan dapat diperpaniang 30 hari dan 30 hari lagi.
7 .
Pejabat yang berhak mengadakan perpanjangan penahanan
adalah -

4. Pada tingkat penyidikan dan penuntutan oleh ketua
Pengadilan Negeri: |

b. Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan negen cleh ketua
Pengadilan Negeri:

c. Fada tingkat banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi:

d. Pada tingkat kasasi oleh ketua Mahkamah Agung.

Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara ( Rutan )

ke Tahanan Kota atau Tahanan Rumah.
Untuk dapat seorang tersangka atau terdakwa diubah jenis

tahanannya, maka surat permohonan dari terdakwa merupakan
salah satu dasar bagi penyidik, penuntut umum dan atau hakim
serta pertimbangannya dengan memperhatikan syarat — syarat
yang telah ditentukan alah undang — undang tingkat penyelesaian

perkara, keadaan tarsangka situasi masyarakat setempat

dipandang periu untuk mengalihkan ijin penahanan yersangka.
I

Jadi atas dasar K
embuat surat perintan pen

etentuan di atas maka penyidik, Jaksa atau

galihan jenis penahanan yang
hakim m
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isinya memuat
dasar hukum, periimbangan  hukum yang telah

ditentuk
an oleh undang - undang identitas terdakwa yang ditahan

di i
mana, sejak tanggal berapa dialihkan jenis penahanannya, dari

penahanan....... Menjadi penahanan. ..... terhitung mulai tanggal

penahanan. Kemudian surat perintah penahanan itu disampaikan
kepada Kepala Rutan dalam daeran hukum Pengadilan Negeri
tersebut untuk pelaksanaannya,

Tembusan surat pengalihan jenis penahanan  itu
disampaikan kepada - keluarga EMaMa. penyidik, .Katua
Pengadilan negeri, Rumah tahanan Negara dan Arsip,

Bila seorang tersangka jenis penahanannya telah dialihkan
dari rutan menjadi penahanan rumah atau kota ataupun
penahanannya ditangguhkan, kemudian tersangka tidak muncul -

muncul lagi, maka di dalam praktek ia ditangkap lagi olen penyidik.

26



BAB I

METODE PENELITIAN

Metode pada hakﬂkﬂm}ra memberikan pedoman tentang cara -

cara seseorang ilmuwan mempelajar, menganalisa, dan mamahsmi

lingkungan yang dihadapinya. Dalam rangka menemukan pemecahan dari
permasalahan yang disebutkan di atas, maka penulis melakukan

penelitian sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akural, penulis memilih lokasi
penelitian Kejaksaan Neger Makassar, Pengadilan Negeri Makassar dan
Kepolisian Kota Besar Makassar, dengan pertimbangan dapat

memudahkan penulis untuk melakukan peneliian dan mengumpulkan

data-data mengenai judul sknpsi.

B.  Jenis dan Sumber Data
Jenie dan sumber data yang digunakan dalam penefilian SIESSEE

sebagai berikut :

a. Data Primer
g dipercleh langsung dari sumber
ri, tahanan, melalui penelitian. Pengambilan

pertama, yakni para
Data yan

aparat penyidik pol

data vang diperoleh dengan car meminta keterangan dan
ata y
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C.

Pengambilan darj pihag terkait dalam hal ini berkaitan dengan
PemMmasalahan skripsj,

b. Data sekunder

Data yang dipercien dan penelitian kepustakaan atay library

research, yang terdiri dari data-datg pembanding yang diperoleh
selain dari data primer.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

a. Studi kepustakaan

Studi  kepustakaan merupakan upaya dalam mencar data
sekunder antara lain melalui berbagai peraturan perundang-
undangan, teor-teor, tulisan — tulisan iimiah dan pendapat-

pendapat dari para pakar hukum dalam berbagai media tulisan.

. Studi Lapangan

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan para pihak
rikaitan langsung matpun tidak langsung dengan mater
akukan diskusi-diskusi kecil dengan
lebih
pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman
banyak tentang mater penelitian untuk lebih  membuka

i pi — pihak
dan pengetahuan penulis seperti pihak — pi
W San S
wana >engadian Negeri dan kepolisian Kota

yang be
penelitian dan juga mel

Kejaksaan Neger,
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D.

Analisis Data

Dalam PENYUSUnan skripsi inl, penulis menggunakan metode
penelitian deskriptif angjizis yaitu menganalisa data yang diperoleh

dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan

menggambarkan kenyataan-kenyataan atay kenyataan obyek

penelitian yang didapat dari hasil peneliian di lapangan atau lebih
jelasnya melalui metode ini penulis akan memberikan gambaran
tentang efektifnya penahanan penahanan kota,

Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normative yaitu
dengan melakukan penjabaran atas fakla — fakia yang ada sebagai
hasil dari penelitian. Dalam pendekatan normative ini, penelitian
dilakukan terhadap noma-norma  hukum  yang  memiliki
permasalahan dengan yang akan ditefiti. Pendekatan semacam ini
dilakukan dalam meneliti aktifitas bantuan hukum yang ditakukan

baik dari segi sosiologis dan yuridis yang menunjang aklifitas

tersebut.
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BAB v

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efekdifitas Penahanan Kota i Tinjau Menurut UU. No. 8 Tahun

1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Pada proses penyelesaian suatu perkara pidana melalui berbagai
proses yang dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak
kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dan peradilan
yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk mempemmudah proses diatas,
biasanya pihak kepolisisan, kejaksaan dan pengadilan melakukan
penahanan terhadap si trrsangkaterdakwa selama proses penyidikan,
penuntutan dan peradilan dilakukan, Pada proses penyidikan sebelum
dilakukan penahanan, pihak kepolisian melakukan penangkapan, yang
adalan suatu findakan berupa pengekangan

bebasan tersangka alau terdakwa dengan

mana penangkapan

sementara  waktu ke

menempatkannya pada jumah tahanan negara. Uniuk melakukan

penangkapan, pihak kepolisian harus memenuhi syarat-syarat formal
maupun materil dari suatu penangkapan.
ik
Syarat formal suatu penangkapan yal

lidik ata
1 Dilakukan oleh pen',rld'rk POLRI atau oleh penyelid g
.

perintah penyidik.

ik
i dengan surat perintah penangkapan dari penyid
2. Dilzngkap!
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3. Menye '|
nyerahkan sSurat perintan PEnangkapan kepada t ka
Brsang

'I:IEI"'I '[Embuﬁanhya k_E.pEdE kEIuarg -.::‘I:L:-_ a i_l'-:\'.l:;; . ._-.llu

=

fi

¥Rl

i.____'_,—_,-.""--’

Syarat Materil suay, Penangkapan yaity -

1. Ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUH AP),
Bukti permulaan ini hans mengacu pada ketentuan Pasal 184
KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat,
petunjuk atau keterangan terdakwa. Sementara hal-hal yang
setara umum sudah diketahui tdak periu dibuktikan lagi.
3. Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam,
Penangkapan hanya bias dilakukan untuk paling lama satu kali
24 jam, oleh karena ilu apabila lenggang wakiu ilu sudah
terlewati maka panangkapan itu berubah menjadi penahan,
Jika syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi maka dapat dilakukan
penangkapan dan dalam waktu 1 kali 24 jam penyidik wajib memeriksa
tersangka untuk menentukan apakah sitersangka dapat dibebaskan

ataukah penyidik melakukan penahanan untuk pemeriksaan lebih lanjut

terhadap tindak pidana yang duga dilakukan oleh tersangka. Namun

penahanan tidak begitu saja dilakukan tetapi harus memenuhi pula

persyaratan materil
nahanan harus dilakukan oleh

dari penahanan. Adapun
persyaratan formal dan

persyaratan formal tersebut yaitu P k
: i
penyidik/penyidik pembantu atas  pelimpahan wewenang penyidi
' surat
atau hakim. Dan untuk it dilengkapi dengan

penuntut umurm

1 idi tut
nahanan dan penyidik, penun
tau penetapan pe

perintah penahanan @

i



umum atau  hakim Sementara sYarat  materilnyg yaitu

melakukan
penahanan sesyai pasal

21 KUHAP adalah tersangka/ierdakwa diduga
keras melakukan tindak Pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup

ak ' ' .
terdakwa tersangka dikhawatirkan melarikan dirj, merusak/menghilangkan

barang bukti atay mengulangi melakukan tindaik pidana, tindak pidana

yang disangkakan/didakwakan diancam dengan hukuman lima tahun atau
lebih, atau karena melakukan tindak pidana tertentu. Bukti permulaan

yang cukup itu haruslah mengacuh pada ketentuan Pasal 184 ayat 1

KUHAP. Sementara dimaksud dengan tindak pidana tertentu, adalah
pelanggaran atas Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 (1), Pasal 351
(1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455,

Pazal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 KUHP, atau Pasal 25 dan Pasal 26

Rechtordonantie (Ordonansi Bea dan Cukai), terakhir diubah dengan

Staateblad 1931 NO. 471, Pasal 1 dan 2 Tindak Pidana Imigrasi (Undang-

undang Darurat Tahun 1955 No. 8), Pasal 36 (7), Pasal 41, Pasal 42,

Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Tindak Pidana Markotika (Undang-

undang No. 9 Tahun 1976).

Masa penahan untuk tiap-tiap tingkat pemeriksaan mulai dari
] i adilan dibatasi secara
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di peng .
' akukan
limitative oleh undang-undang. Qlkeh karena itu petugas yang
ahan atas
penahan tidak dapat secard sewenang-wenang melakukan pen
an

terdalkwa. Apabila diperukan u -
jakan perpanjangan kepada instansi

ntuk pemeriksaan, maka
tersangka atau

. TagliL
masa penahan itu dapal dim
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tertenty untuk masg
terbatag Adapun lamanya batas wakiy penahanan

nurut KUH i
meriu AP diatur Pada Pasal 24 Pasal 25, Pasal 25 Pasal 27
Pasal 28 dan Pasal 28 Kupap | |

Dengan memperhatikan Pasal 2n KUHAR

melakukan penahanan adalapy

maka yang berhak
penyidik, penuntut umum, dan hakim,
Selanjutnya mengenai lamanya penahanan diatur dalam Pasal 24, Pasal
Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP dengan pengecualian
Pasal 29 KUHAP yang batas waktunya telah penulis jelaskan pada bab ||
tinjauan pustaka. Adapun penahanan dapat dilakukan dalam bentuk
penahanan rumah tahanan (RUTAN), penahanan rumah, dan penahanan
kota. Namun penahanan RUTAN dan penahanan rumah dapat membatasi
kebebasan dan menghilangkan untuk sementara hak seseorang untuk
melakukan aktifitas kesehariannya, seperi bekera, menempuh
pendidikan pada sekolah atau universitas, berkumpul bersama
sebagainya dan belum tentu si tersangkalterdakwa

keluarganya dan lain

dinyatakn bersalah atau terbukti bersaiah di pengadilan. Dimana nantinya

pat mengajukan ganti kerugean dan
atapi di satu sisi penahanan rutan

rehabilitasi
si tersangka/terdakwa da

nama baik si tersangkafterdakwa. Akan t

bih memudahkan jalannya proses penyidikan,

dan penahanan rumah le

Sedangkan penahanan kota, febih

peradilan.
penuntutan dan proses erdakwa untuk melakukan

pada si tersangka 84y
sa kehangatan bersama

r‘:EEE penyidikﬂﬂl FIEE'IU.I‘II.UH”

memberi kebebasan ke keluarga akan

akiifitas kesehariannya dan merd

iglannya P
tetapi terkadang memperiambat /2

13



bahwa mereka tidak ditahan begitupun Masyarakat disekitar meraka.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis pada Kepolisian Kota

Besar Makassar, Kejaksaan Megeri Makassar dan Pengadilan Megeri

Makassar yang mana hasilnya sebagai berikut-

1. Kepolisian Kota Besar Makassar
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu aparat
yvang berwenang untuk itu, menyatakan bahwa selama ini penahanan
kota dipandang lebih efektif cleh pihak kepolisian dibandingkan
dengan penangguhan penahanan sebab tersangka yang ditahan
dengan penahanan kota lebih mudah untuk dilakukan pemeriksaan

kepada mereka untuk penyempumasn proses penyidikan yang

i [ ka terbukti
dilakukan oleh penyidik guna pembuktian apakah si tersang

' i ntinya dapat
melakukan tindak pidana rersebut atau tidak sehingga na finya dap

diajukan penuntutan oleh jaksa penuntut U™

dibandingkan dengan

penahanan rutan,

jika
Sedangkan | schoals i

penahanan rutan lebih memud

nyidik
jnta keterangan kepada s tersangka, peny

penyidik ingin mem bawa si tersangka ke

4
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idana yang diduga ats
p yang did Y ¥ang disangkakan kepada si tersangka
Akan

tetapi biasanya s tersangka, keluarganya

maupun penasehat

hukumnya meminta agar Penahanannya dapat ditangguhkan ata
alau

dikenakan penahanan kptg dengan alasan s ka
bahwa si tersang

mempunyai aklifitas keseharian yang tidak dapat ia tinggalkan seperti

pekerjaan, pendidikan yang sedang ia tempuh serta alasan-alasan lain
yang logis, maka si tersangka, keluarga atau penasshat hukumnya
dapat mengajukan surat permohaonan penanguhan penahanan atau

penahanan kota ke Pengadilan Negeri,

Mamun hal itu tidak secara langsung dapat dikabulkan oleh
Hakim yang di beri wewenang oleh Ketua Pengadilan Negen sebab
Hakim perlu memperhatikan apakah si tersangka tidak akan melarikan
diri, menghilangkan barang buki, dan mengulangi tindak pidananya.

Jika Hakim memandang bahwa si tersangka tidak akan melarikan dir,
menghilangkan barand bukti, dan mengulangi tindak pidananya, maka

Hakim dapat mengeluarkan sural penetapan perubahan jenis penahan

' ihak penyidik
dari penahanan rutan menjadi penahanan kota. Pi peny
anan selama 20 hari dan

nya dapat melakukan penah
pentingan penyidikan sel
jika dalam kurun waktu 60 hari

kepolizsian ha i jadi
epo ama 40 hari jadi

dapat diperpanjang untuk k&

hari
nan hanya 0
total waktu penaha ceijaksaan maka si tersangka

ukan ke pjhﬁh
| vam dmﬂﬂhﬁn

berkas perkara tidak dia)
El,a Ei

biasan
di melakukan

idak permohonan  gand
adand

penahanan kota fterk
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itah jeni
ditahan dengan jenis Penzhanan rutan dan penahg
| nan rumah yan
astinya a i ' :
pastinya akan memintg 9antl kerugian dan rehabilitasi jika
me
tinak terbukti bersalap, F -

. Kejaksaan Negeri Makassar

Berdasarkan hasil penelitian  yang penulis lakukan pada

Kejaksaan Neger Makassar, hampir bersesusian dengan apa yang
penulis peroleh pada penelitian di Kepolisian Kota Besar Makassar,
Fihak Kejaksaan mengatakan bahwa penahanan rutan akan lebih
membantu proses penyidikan dibandingkan dengan penahanan kota
sebab terkadang tersangka atau terdakwa yang dikenal penahanan
kota jika dipanggil untuk dimintai keferangan lebih lanjut terkadang
tidak rmenghargai waktu sehingga memperlambat proses penyidikan

kukan oleh pihak kejaksaan, sehingoa seringkali pekerjaan
tersangka/ terdakwa hadir di

yang dila

terbengkalai hanya untuk menunggd si

kejaksaan negeri Makassar. Akan tetapl penahanan kota dapat

hak rutan karend dapat mengurangi biaya
ntuk tahanan yang ditahan di
nyak biaya sebab

memberi keuntungan bagi pi
eluarkan oleh negara U

yang harus dik
kan mm&ghﬁﬂﬂﬂﬁl’l ba

Rutan dan itu hal fu @
m dapat melanjutkan
hari dan dapat dipe

p.enaharl-'ﬂﬂ rutan yang dilakukan

oleh penyidik selama 20

ik




jadi jelas akan Menambah beban Negara untyk

i : pembia n
yang ditahan di Rutan yaan tahanan

. Pengadilan Negeri Makassar

Senada pula dengan Kepolisian kota besar
kejaksaan

Makassar dan
negen Makassar. Pihak pengadilan negeri Makassar juga
menyatakan hal yang sama bahwa penahan rutan dalam proses

penyidikan hingga proses peradilan akan lebih efeklif jika si
tersangkaterdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan
dibandingkan jika si tersangka/ terdakwa ditahan dengan jenis
penahanan kota sebab akan mempemmudah proses peradilan dan
dapat dipastikan apakah si tersangka'terdakwa dapat hadir atau tidak

di persidangan sebab sebelumnya telah diketahui keadaan si

tersangka/terdakwa dari pihak Rutan, beda jika si tersangkefterdakwa

ditahan dengan jenis penahanan kotd, pastinya akan sangat sulit
tersangkafterdakwa  akan menghadin
pada persidangan Perkara

untuk

memastikan apakah Sl

persidangan. Kita dapat mengambil contoh -
pengugat maupun tergugat tidak
ngkali mereka tidak menghadiri

ada yang
Perdata dimana pihak

dikenai penahanan sehinggd S€

persidangan.
Hal ini tentunya sangat Me

idangan Yand S8
perﬁidﬂﬂﬂﬂﬂ

nghambﬂt persidangan dan dapat

memperpanjang Pers namun  karena
kali
hanya dengan beberapa

£

(]




O L
ketidakhadira | L /
B Of o maﬂﬁhﬂflerdakwa Maka sidang aka 1 : u/r? ;

ng n terunds

p& g 3 i

surat  permohonan

Penahanan/pengalihan Penahanan sehingga dapat

negeri sangat selektif dalam  mengabulka
ulkan

penangguhan

meminimalisir sekeci| mungkin jumiah tersangkaterdakwa yang k
urang

menghargai waktu dem;j kelancaran proses penyidikan, penuntutan

dan peradilan.

Data yang diperoleh Penulis mengenai jumlah penahanan kota
dan tahun 2004 - 2006 yang dilaksanakan di Kepolisian Krta Besar
Makassar, Kejakasaan Neger Makassar dan Pengadilan Negeri
Makassar adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Kota Besar Makassar

- Pada Tahun 2004

Penulis mempercleh data bahwa di Kepolisian Kota Besar

Makassar terdapat kasus penahanan kota dengan tersangka

: : ks
Abdul Fatah tanggal 19 Februan 2004, Atas pemenksaan kasus

Korupsi.

- Pada Tahun 2005

- Kota Besar
'« memperoleh data Baia d Kepcioiet :
Penulis rumah dengan tersangka
| 8 Mei 2005 dengan kasus

i Da. Ngl.mng tangga

I8

i

it




Pada Tahun 2004

Penulis memperolek data bahwa dj Kepolisian Kota Bes
ar

Makassar terdapat kasus penahanan kota dengan tersangka

Baharuddin tanggal 10 Januari 2006. Dengan Kasus

Pengani :

9aniayaan yang menyebabkan mati karena kealpaan (delik
culpa), Pasal 359 KUHP ‘Barang siapa karena kesalahannya
(kealpaannya) menyebabkan crang lain mati diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan

paling lama satu tahun”.

2. Kejaksaan Negeri Makassar

Pada Tahun 2004

Penulis memperoleh data bahwa di Kejaksaan Negeri Makassar
terdapat kasus penahanan kota dengan tersangka Suryanto dan
2004 dengan Kasus bersama-sama
dan pada tanggal 25

llham tanggal 14 Januar

melakukan kekerasan Pasal 170 (1) KUHP
rdapat kasus penahan kota dengan

Februari 2004 juga t
kasus I:HET]U'dlﬂl'l Pasal 303

tersangka ACO, \ndra, REI'Iu'r!'I- dengan

KUHP.
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Pada Tahun 2005

'

Penggelapan Pasal 372 KUHP dengan iersangka Nasir tanggal
15 April 2005 dan Rafiuddin pada tanggal 7 Juni 2005
Pada tahun 2006

Terdapat kasus penahan kotg dengan tersangka Sunandar,
Bahrun dan Iwan pada tanggal 11 Mei 2006 atas kasus
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau
barang Pasal 170 KUHP. Pada tanggal 22 Mai 2006 dengan
tersangka Jufn dengan kasus melanggar kesusilaan dan
pencabulan Pasal 282 dan 280 KUHP dan pada tanggal 28 Mei
2006 dengan tersangka Aswin dg. Rewa dengan kasus

perbuatan curang Pasal 378 dan 395 KUHF

3, Pengadilan Negeri Makassar

Pada Tahun 2004

. Djamal
Terdapat kasus penahanan kota atas nama Abd. Dja

dengan kasus
dengan Mo. Perkara 235/PID/BI2004/PN.Mks dengs

ncaman Pasal 468 dan Pasal 371 KUHP.

pemerasan dan penga
Fane e B/2005/PN.Mks
an Mo Perkara 3455I'F'ID 2
a Edo dend :
Hgamne pan pasal 572 KUHP.

dengan kasus pen.ggE|ﬂ
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Abd.  Gaffg, Muhidin Saleh dengan N
0. Perkars

353/
PID.B/200s/ PN.Mks dengan kasug korupsi p

ke-1 KUHP asal 55 (1)

344/P1D.BI2005/PN Mk

Nappa dengan NO. Perkarg

dengan  kasus bersama-sama
melakukan kekerasan Pagg| 170 (1) KUHP

Pada Tahun 2008

Muh. Tahir Dg. Se're dan Chaidir dengan No. Perkara
14/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus penyertaan dalam
tindak pidana Fasal jo 55 (1) ke-1 KUHP

Soyyek Bin Dg  Rani dengan No.  Perkara

38/PID.B2006/PN . Mks dengan kasus bersama-sama

melakukan kekerasan Pasal 170 (1) KUHP.

Jaramin dengan No. Perkara Q07/PID.B/2006/PN. Mks

dengan kasus penganiayaan Pasal 351 (1) KUHP.

Junaedi Jufri Bin Muh. Jufii alias Edi dengan No. Perkara

§13/PI1D.B/2006/PN.Mks dengan kasus penganiayaan Pasal

351 (1) KUHP
Perkara
Endang 0 Murtiati  dengan No. e
kaus bersama-sama
EETIPEU.EFEDDEIPH.MI-:S dengan

ke-1 KLUIHP.
melakukan kejahatan pasal 170 (2)
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B59/PID.B/2008/pyy Mks dengan

kasus pesi .
65 UURI No. 511997 kotropika Pasal

4 UU No.8M199g.

- Derci  alias  Uthe Sangir dengan No. Perkara
[441/PID.B/2006/PN Mks dengan kasus penganiayaan
terhadap anak Pasal 351 KUHP 80 (1) UU. No.23/2002
tentang pedindungan anak.

- Muh. Subhan Bin Sirajuddin dengan No. Perkara
BBO/PID.B/2006/PN.Mks dengan kasus psikotropika Pasal

65 UURI No.5/1997

Untuk mengalihkan penahanan utan menjadi penahanan kota,

t hukumnya
lersangkalterdakwa, atau keluarganya dan atau penaseha

dapat men ilan Neger
engajukan permchonan ke Pengad
nahanan kotd dengan memberikan

yang Mmaupun jaminan
inan uang adalah

agar mengalinkan

enis penahanan rutan menjadi Pe
Jaminan yang dapat berupa jaminan _
ksud dengan jam
ra tunai kepada pihak

Urang/keluarga, Adapun yang dimé
r sendil'i oleh

*jumiah uang yang seto
ukumnya SE2

“eluarganya dan atau penasehal L |
; Kk disl
hEEF"'E"T"itErEm,n Pengadilan Negen “@
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1. Sehelai sebagai arsip Paniterg Pengadilan Negeri

Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan sebagal
bukli kepada instansi yang menanhan, bahwa ia telah melaksanakan i
peranjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan,

3. Sehelai lagi dikiim oleh panitera pengadilan negen kepada pejabat
atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat

kontrol.
Uang jaminan akan jatuh menjadi milik Negara dan disetor ke Kas
Negara apabila setelah lewat tiga (3) bulan, tersangkafterdakwa melarikan
difi dan tidak diketemukan, dengan cara Pengadilan Negen mengeluarkan

alau menerbitkan surat penetapan yang bensi pengambilalihan uang

jaminan menjadi milik Negara serta sekaligus memerintahkan penitera
jami but

untuk menyetorkan uang tersebut ke Kas Negara. Uang jaminan terse

i sl jersanghaiterdakwa apabila dia
pa besar jumiah uang jaminan
angan Hakim. Namun

surat penangguhan

dkan dipergunakan untuk

Melarikan diri dan untuk n.enentukan bera
¥ang diberikan, semuanya tergantung pada pand
ika si tersangkafterdakwa tidak meiaK®
Penahanan/ pengalihan pemhanann?a dicabut da

8an kembali menjal
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penga dilan yang telah Mempunyaij Kekuatan huky
M yang

' - tetap maka
jaminan tersebut harus dikembalikan Kepads sipers uang
amin.

Yang dimaksud dengan jami
aminan orang yaity bah
Wa orang tersebut

akan menjamin si tersangkalterdakwa bahwa si tersangkaiterdaiowa
F tidak

akan melankan diri akan tetapi, jika si tersangkafterdaks melarikan diri

dan telah lewat waktu 3 (liga) bulan tidak dapat ditangkap kembali maka si
penjamin  bersedia dituntut sesuai dengan aturan yang beraku,
pemyataan dan perjanjian yang dibuat dan tertuang dalam surat
permohonan penangguhan/pengalihan penahanan dan pemyataan selaku
penjamin atas nama tersangka serta harus membayar sejumlah uang
yang jumiahnya ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
tingkat pemeriksaan (pasal 36 PP Rl No. 27/1983).

Uang itu harus disetorkan ke Kas Negara melalui Penitera

Pengadilan Negeri. Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumiah

uang yang ditetapkan itu, maka Juru Sita menyita barang miliknya untuk

lalul Panitera
diual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negaw me -
jaminan ini

Pengadilan Negeri, Dalam Praktik adakaiamys -.ma_ll.m
gadilan sebagai tifipan,
ni tentu tidak sesual
diserahkan kepada pejabat yang bersangkUian
ya dap.at diduga
uga merupakan

akan tetapi
diserahkan kepada panitera PED

sebagal kolusi. Jadi dalam
dengan hukum dan karenan - aiemudian har 8

hal ini, si penjaminiah yan3 bem@

tersangkajterdakwa melarikan dif gan 4

uatu kewajiban

ar 2

i

St

L}



bagi pejabat yang bersangkutan untuk mengembalikan uang jaminan
tersebut.

B. Kendala - kendala Yang Ditemui Oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam Pelaksanaan Penahanan Kota Bagi Tersangka Atau
Terdakwa.

Penahanan kota adalah penahanan yang dilaksanakan di kota
tempat tinggal atau tempat kediaman tersangkafterdakwa dengan
kewajiban bagi tersangka/terdakwa untuk melapor din pada waktu yang
ditentukan { Pasal 22 ayat (3) KUHAP).

Dari pengertian tersebul, pada dasarmya tahanan kota adalah
merupakan penahanan, hingga tanpa ijin dan penyidik, penuntut umum
ataupun dari hakim yang memberikan perintah penahanan, tersangka
tidak diperkenankan untuk meninggalkan kota tempat tinggallempat
kadiaman tersangkaterdakwa sebagai tempat tahanannya { Pasal 22 ayat
(3) KUHAP ).

Jelaslah tujuan yang ingin dicapal dan penahanan ialah untuk
memudahkan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang
Pengadilan Negeri. Tujuan tersebut tidak akan dapat dicapai, fika tidak

dijaga terus menemus siang dan malam, yang berari seakan-akan

penahanan yang biasa dilakukan di rumah tahanan Negara digant

dengan penahanan dalam kota terdakwa itu sendiri. Dalam melakukan
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Pengawasan terhadap ter.angka yang di tahan di kota harus dilakukan
dengan pengawasan ketat kareng dikhawatirkan tersangkafterdakwa
melarikan  diri, merusak dan menghilangkan barang bukli atau
tersangkaterdakwa mengulangi findak pidana. Mengingat keadaan
penahan kota tidak sama dengan rumah tahanan Negara vyang
mempunyai gedung yang tinggi dan dilengkapi dengan kunci-kunci yang
kuat dan penjagaan yang ketat sehingga dapat memperkecil resiko
tersangka'terdakwa melarikan diri, Akan tetapi jika tersangkaterdakwa
ditahan dikota tempat tinggaltempat kediamannya, resiko melarkan diri
sangat besar apabila tidak dilakukan penjagaan yang sangat ketat,

Pihak Kejaksaan mengetahui akan resiko melarkan din yang
dilakukakan oleh tersangkaftterdakwa sangat besar jika ditahan dikota
tempat tinggaltlempat kediaman tersangka'terdakwa, akan tetapi dengan
adanya jaminan “uang” atau “"orang” yang diberikan kepada Kejaksaan
maka hal tersebut dapat diperkecil resikonya, dan tersangka/terdakwa
merupakan orang Yyang mempunyal langgung jawab besar dalam
pekerjaannya, seperti seorang guru yang senantiasa harus mengajar anak
didiknya atau seorang pejabat yang masih mengemban tugas dan
kewajibannya untuk kepentingan umum, dan Penuntut Umum diyakinkan

Kuasa Hukum bahwa tersangkalterdakwa akan bekerja sama dengarn baik

dan tidak menyulitkan dalam proses pemernksaan di Kejaksaan, Dalam

praktek pengawasan \erhadap tahanan kot tempat tinggal/tempat

kediaman tersanguafterdakwa dilakukan dengan cukup memantau melalui



penjaminnya atau Kuasa Hukumnya, tidak harus gerak-gerik - dari
tersangkalterdakwa  diikuti. Tetapi jika tersangkafterdakwa keluar kota
harus wajib lapor, dalam wajib lapor dapat diwakii oleh pihak penjamin
atau Kuasa hukumnya jika tersangkalterdakwa berhalangan. Jika
pengawasan dilakukan secara ketat maka pihak Kejaksaan akan
mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk membiayai penjagaan
tersebut sedangkan tidak ada anggaran khusus untuk membiayai
penjagaan terhadap penahanan kota tempat tinggaltempat kediaman
tersangkaiterdakwa. Selama Kejaksaan Neger Makassar melaksanakan
penahanan kota tempat tinggalitermpat kediaman tersangka/terdakwa
tidak pemah ditemukan adanya kasus tersangkafierdakwa melarikan din
sehingga dalam hal pengawasan penahanan kota tidak ditemui kendala
yang cukup berari hanya saja si tersangkaiterdakwa sernngkali tidak
menghargai wakiu jika di panggil untuk memberikan keterangan dalam
proses  penyidikan, penuntutan  dan peradilan.  Walaupun  8i
tersangkafterdakwa kurang menghargai wakiu akan fetapi tujuan dan
penahanan tetap tercapai.

Tujuan dari pelaksanaan penahanan adalah untuk memudahkan
dalam proses penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang
pengadilan (Pasal 20 KUHAP), selain itu juga agar tersangkeferdalowa
tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan agar
\ersangkalterdakwa tidak mengulangi tindak pidana ( Pasal 21 ayat (1)

KIUHAP). Menurut penulis pengawasan yang dilakukan oleh pihak
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Kejaksaan Megeri Makassar tidak sesuai dengan yang diharapkan
peraturan hukum yang di atur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Peluang
tersangka/terdakwa untuk melarikan diri sangat besar jika tidak diawasi
dengan ketat. Kurangnya pengamanan mengakibatkan
tersangkafterdakwa dapat leluasa dalam melakukan berbagai kegiatan
yang tdak diduga oleh pihak yang diberi wewenang untuk melakukan
penahanan, dikhawalirkan lersangkaterdakwa  merusak  atau
menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagl,
sebaiknya menurut penulis  tersangkatterdakwa di  tangguhkan
penahanannya karena jika ditahan di kota tempat tinggal/tempat kediaman
tersangkafterdakwa akan menguntungkan tersangkafterdakwa dalam hal
pengurangan masa tahanan yaiw penghitungan 1/5 masa tahanan dalam
penahanan kota ternpat tinggal/tempat kediaman tersangkafterdakwa, jika
tersangka/terdakwa ditangguhkan penahanannya maka tidak ada
pengurangan dalam masa penahanannya, berarti dalam hal im tersangka/
terdakwa dikenakan secara penuh atas hukuman pemidanaannya. Melinat
pertimbangan  Kejaksaan Megeri Makassar dalam melaksanakan
penahanan kota tempat penulis berpendapat bahwa  pelaksanaan
penahanan kota tidak ada bedanya dengan penangguhan penahanan,
perbedaan hanya teffinat dalam hal adanya pengurangan masa

penahanan pada  penahanan kota tempat tinggalitempat kediaman

tersangka/terdakwa.



Apabila penahanan kota tersebut pengawasannya dilakukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya dalam
pengawasan dilakukan dengan penjagaan yang ketat maka, pihak
Kejaksaan akan dirugikan dalam hal biaya maupun tenaga. Dalam hal
penjagaan misalnya saja ada 1.000 orang tahanan kota, maka penjaga
dan pengawasannya memeriukan dua atau figa lipat dari jumiah tahanan,
yailu harus menjaga tahanan kota, sebab tak mungkin seorang menjaga
terus menerus satu kali dua quﬁh empat jam. Karena dalam praktix
pengawasan fidak dilakukan sesuai yang diharapkan peraturaan
perundang-undangan maka dalam hal pengawasan pihak Kejaksaan
Negeri Makassar tidak menemui hambatan.

Penulis berpendapat bahwa pelaksanaan penahanan kota
tempat tinggal/tempat kediaman tersangkafterdakwa di Kejaksaan Neger
Makassar, berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 21 ayat
(1) ) tidak efektif karena menguntungkan tersangkaterdakwa dalam hal
pengurangan masa penahanan yaitu 1/3 darn hukumannya, selain itu juga
resiko tersangka/terdakwa untuk melarikan diri sangat besar, merusak dan
menghilangkan barang bukti, dan mengulangl tindak pidana lagi sangat
besar. Apalagi dalam kenyataannya pengawasan dilakukan hanya
sebatas melakukan pemantauan dan mewajib laporkan terhadap

tersangka/terdakwa, walaupun ada penjaminnya hal tersebut tidak

menguntungkan bagi penegak hukum, karena jika tersangka/terdakwa
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seorang Miliarder dan kemudian tersangkafterdakwa melarikan diri,
tersangkalterdakwa tersebut bisa dengan mudah membayar jaminannya.
Hal — hal tersebut hendaknya menjadi perhatian dari semua piak
baik Megara, Pemerintah, Masyarakat, Aparat Penegak Hukum (Penyidik,
Fenuntut Umum, dan Hakim) di neger ini, agar kekxhawatian akan
tersangkaterdakwa melarikan dif dalam pelaksanaan penahanan kota
tempat tinggalitempat kediaman tersangkalterdakwa fidak terjadi di Kota
Makassar, dan apgar pelaksanzannya memenuhi tujuan atau prinsip dan
penahanan Hu sendin maka, pelaksanaan penahanan kota tempat
tinggaltempat kediaman tersangka'terdakwa harus diaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).

Berdasarkan Pasal 22 ayat (3) KUHAP, Penahanan kota adalah
penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggaltempat kediaman
tersangkalterdckwa. Kota tempat tinggal atau kota kediaman yang
dimaksud dalam peraturan diatas pada dasamya adalah merupakan
tempat kediaman dimana seseorang dianggap selalu hadir melaksanakan
hak dan kewajiban hukumnya. Dalam hal ini timbul pertanyaan dari
penulis, apabila dia seorang pejabat yang mempunyai rumeh tempat
tinggal lebih dari satu yang antara rumah yang satu dengan yang lainnya
berjauhan atau berbeda lokasi (di luar kota/daerah) maka, dalam hal ini
pihak Kejaksaan Megeri Makassar dalam menentukan kota tempat tinggal
yang dipakal untuk menahan tersangka/terdakwa menggunakan kota
tempat tinggal dimana si tamanglkafterdakwa di duga melakukan tindak

50



pidana, ini berkaitan dengan kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri
Makassar dimana Pengadilan Megeri Makassar yang berwenang
mengadili tindak pidana yang disangkakan kepada tersangkafterdakwa
yang dilakukan di Makassar, mengingat tersangkaiterdakwa harus wajib
lapor setiap tersangkafterdakwa meninggalkan kota dan sesuai waktu
yang ditentukan oleh instansi yang bersangkutan dalam hal ini instansi

yang memberikan penahanan kota.
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BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melalui proses penelian maka Penulis menarik

kesimpulan yang berkaitan dengan pelaksanaan penahanan rumah yaitu

sebagai berikut :

1.

Bahwa Kepolisian kola bezar Makassar, Kejaksaan Neger Makassar

dan Pengadilan Negeri Makassar dalam melaksanakan penahanan

kota mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai bankut

Adanya faktor pekerjaan dan pendidikan yang tidak dapat
ditinggalkan oleh si tersangkalterdakwa,

Bahwa tersangkafterdakwa adalah secrang pekera maupun
pelajar yang mempunyai tanggung jawab atas tugas dan
kewajiban yang diemﬁannya sebagal seorang pekerja dan
pelajar.

Adanya faktor kondisi tahanan,

Bahwa kondisi tahanan menjadi pertimbangan Kejaksaan
Negeri Makassar untuk melaksanakan penahanan kota karena
apabila tahanan dalam keadaan sakit yang berdasarkan
keterangan dokter tersangkaiterdakwa harus istirahat :_ialam
pemulihan  kesehatannya dengan pertimbangan  pihak

Kejaksaan  dapat melakukan  pemeriksaan  terhadap



5.

-

tersangkafterdakwa di  kota lempat tinggal atau Ii.'\"EHT‘iFEt i

; & _|5.'|F-+:I". F
kediaman tersangkafterdakwa. .

- Adanya jaminan,

Bahwa dalam pelaksanaan penahanan keta, jaminan tersebut
adalah berupa jaminan "uang” atau "orang”. Dengan adanya
jaminan tersebut maka, dapat memperkecil resiko atas
kemungkinan terdakwa melarikan diri,

- Adanya surat permohonan yang dibuat oleh tersangka, atau
keluarganya dan atau penasihat hukumnya, yang akan menjadi
dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengeluarkan surat
penetapan penanggunan penahanan/pengalihan penahanan
dan penahanan Rutan menjadi penahanan kota.

1. Penahanan Rutan lebih efekiif dibandingkan penahanan kota
dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan namun
penahanan kota dapat member manfaat yang besar bagi si
tersangka/terdakwa sebab dengan dilakukan penahanan kota si
tersangka/terdakwa  dapat  kembali  melakukan  akfifitas
kesehariannya. Akan tetapi tidak semua pemmohonan pengalihan
penahanan dapat dikabulkan aleh hakim sebab hakim juga selektif
dalam mengeluarkan serat penetapan. Hanya yang dianggap
pantas dan telah memenuhi syarat-syarat pengalihan penahanan
serta betul-betul tidak ada kekhawafiran  bahwa si

tersangkafterdakwa akan melarikan dii, atau menghilangkan
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barang bukti dan atay mengulangi tindak pidana yang diduga
dilakukan oleh tersangkaterdakwa.

2. Penahanan kota fidak menemui kendala yang berarti dalam proses
pemernksaan tersangka pada tingkat penyidikan, penuntutan dan
proses peradilan. Apa yang diinginkan dar penahanan dapat
terlaksana dengan baik sebab penahanan kota dapat memenuhi
tujuan dari  penahanan i sendin. Hanya terkadang
tersangkafterdakwa kurang menghargai wakiu sshingga biasa
terjadi keterdambatan pemeriksaan tetapi ketedambatan tersebut
tidak pemah melewati dand han vang didentukan kepada
tersangka'terdakwa untuk memberi keterangan dan memberikan

laporan wajib kepada instansi yang barsangkutan.

E. Saran

Adapun saran yang hendak penulis ajukan sehubungan dengan
hasil penelitian di Kepolisian kota besar Makassar, Kejaksaan Negen
Makassar dan Pengadilan Neger makassar yaitu :

1) Penahanan kota dapat terus dilaksanakan sebab lidak menggangu
pencapaian tujuan dari penahanan itu sendiri dan memberi manfaat
bagi si tersangkafterdakwa dan pemerintah  Karena dapat
mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pemenunan hak

tersangka/terdakwa jika dilakukan penahanan Rutan hanya saja

Pihak pengadilan negen haruslah lebih selektif dalam
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2)

3)

mengeluarkan surat penetapan penanguhan
penahanan/pengalihan penahanan.

Bahwa pihak Kejaksaan MNegeri Makassar dapat menambah
perfimbangan dalam pelaksanaan penahanan rumah agar dapat
memperkecil kekhawatian dar  berbagai plhak dalam hal
tersangkafterdakwa melarikan diri yaitu dengan menambah
pertimbangan ancaman hukuman penjara bagi penjamin apabila
tersangkafterdakwa melarikan diri, karena apabila penjamin dari
pihak keluarga tersangkalterdakwa adalah seseorang yang dekat
dengan tersangkafterdakwa misalnya orang tua atau istn
tersangkafterdakwa maka akan memperkecil resiko melarikan diri.
Diharapkan agar wuang jaminan vang diberikan oleh
tersangkafterdakwa, keluarganya dan penasihat hukumnya wajio

dikermnbalikan seluruhnya pada pemiliknya.
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